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generally a woman to be married, she will be married by the mayor nasabnya namely: the male 
members of the family of the bride to kemaslahantan man, then the woman in these 
circumstances they can be married by a local judge guardian 
Cases in the Office of Religious Affairs at the most at the moment is the use of guardian judge a 
child outside of marriage in which a child has only nasab against his mother's family alone while 
the father only had a relationship of blood, of the cases this year is the number of cases wali 
hakim due to the reasons a child out of wedlock and guardian adhol in the Office of Religious 
Affairs NgemplakBoyolali. 
The implementation process of marriage with Wali Hakim in the Office of Religious Affairs 
NgemplakBoyolali 
The implementation process of marriage guardian judge wearing nothing much changed in 
general due to the guardian judges and witnesses only as a replacement for the bride. Pengawai 
done before the marriage registrar will notice that includes marriage, marriage inspection 
requirements, the implementation of the ceremony, reading taklik divorce, dowry surrender and 
submission of a marriage certificate. 
Then, the process of appointment of Wali Hakim in the Office of Religious Affairs 
NgemplakBoyolali namely: The applicant must submit an application or a lawsuit either in 
writing or orally to the local religious court. In providing a petition or lawsuit, the applicant must 
make a decision guardian of the Religious Affairs Office (KUA). 
After the local religious court has accepted the lawsuit that berpekara it is time for the 
examination. Chairman of the Religious Court judges to appoint guardians to check and make 
day trial berpekara if the above has been decided, the decision notified to the local Religious 
Affairs Office to be the guardian of marriage the bride.Wali judge assigned to the Religious 
Court verdict, the judge guardian is the Chairman of the Religious Affairs Office if the head of 
the Religious Affairs Office was unable then replaced with other staff or that have been 
appointed by the Chairman of the Office of Religious Affairs as a replacement for himself as a 
guardian for the judge. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Mereka yang beragama Islam, agar perkawinan mereka dikatakan sah dan sesuai 
syariat Islam, maka harus memenuhi syarat dan rukun dari perkawinan tersebut 
sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 th 1974 tentang 
perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaan. 
Menurut syariat Islam, salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi adalah 
adanya wali nikah dipihak perempuan wali ini bertugas melakukan haknya yaitu 
melakukan ijab dari pihak perempuan1. Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-
rukun nikah yaitu dalam hal rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus 
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Qur’an, Al-Hadist, dan Undang-
Undang yang berlaku. Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah 
menurut susunan di bawah ini : 
a) Bapaknya  
b) Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan) 
c) Saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya 
d) Saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya 
                                                          
1 Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP. 4), Buku Pintar Keluarga 





e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya 
f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya 
g) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak) 
h) Anak laki-laki dari pamannya dari pihak bapaknya 
i) Hakim2 
Pada umumnya seseorang perempuan yang akan nikah, dia akan dinikahkan oleh 
wali nasab nya, yaitu anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan. Tetapi 
perlu diingat bahwa tidak mempunyai nasab sama sekali atau disebabkan beberapa 
faktor, sehingga wali nasab tidak bisa menikahkan dirinya (mempelai wanita). Untuk 
kemaslahatan manusia, maka bagi perempuan yang dalam kondisi seperti ini, mereka 
dapat dinikahkan oleh wali hakim setempat. 
Sebagaimana telah diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap 
seseorang wanita adalah wali dekat (aqrab), kemudian bila wali aqrab tidak ada dan wali 
jauh juga tidak ada, maka hak perwalian pindah ke tangan wali hakim. Dalam hal 
seseorang perempuan tidak mempunyai wali nasab sama sekali, maka para fuqoha telah 
sepakat tentang kebolehannya untuk  menggunakan wali hakim, tetapi hal terjadinya 
perkawinan dengan wali hakim yang disebabkan oleh faktor yang lain,ternyata masih 
terdapat perbedaan pendapat. 
                                                          





Berikut paparan hasil wawancara dengan Ketua Kantor Urusan Agama 
Ngemplak dengan data perkawinan yang menggunakan  wali hakim di Kantor Urusan 
Agama Ngemplak Kabupaten Boyolali tahun 2013 – 2015, adalah sebagai berikut3 : 
No. Tahun Jumlah Keterangan 
1. 2013 2 Tidak mempunyai wali nasab 
2. 2014 6 Tidak mempunyai wali nasab 
3. 2015 4 
1 
Tidak mempunyai wali nasab  
 Wali Adhal (Wali yang enggan 
menikahkan) 
 
Karena ada beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan yang menggunakan 
wali hakim untuk menikahkan nya, maka penyusun akan mengadakan penelitian di 
Kantor Urusan Agama Ngemplak Kabupaten Boyolali penyebab terjadinya perkawinan 
dengan wali hakim pada tahun 2013-2015. Karena berdasarkan penelitian yang penyusun 
lakukan di Kantor Urusan Agama tersebut sudah pernah mengggunakan wali hakim 
untuk menikahkan seseorang perempuan (mempelai perempuan).  
Dari uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk menelitinya dalam hal proses 
pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dan faktor apa saja yang penyebab 
                                                          






digunakannya wali hakim di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Ngemplak Boyolali 
pada tahun 2013 samapai 2015. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan di atas, maka dapat ditarik 
pokok masalah yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini, yaitu : 
1. Apakah penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim di Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali ? 
2. Bagaimana proses pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Ngemplak Boyolali dan bagaimana proses 
penunjukan wali hakim nya ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim di Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Ngemplak Boyolali. 
2. Mengetahui proses pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Ngemplak Boyolali dan bagaimana proses 








D. Manfaat Penelitian  
Penelitian ini diharapkan dapat member manfaat-manfaat sebagai berikut : 
1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya 
hukum keluarga. 
2. Sebagai dasar informasi kepada masyarakat untuk lebih jauh dalam 
menggali permasalahan dan pemecahan yang ada relevansinya dengan 
hasil penelitian yang berkaitan dengan proses dan pelaksanaan wali hakim 
serta penyebab perkawinan dengan wali hakim. 
 
E. Telaah Pustaka 
Ada beberapa karya tulis yang membahas tentang Perkawinan dengan Wali 
Hakim, diantaranya adalah : 
Skripsi A. Zainal Arifin dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif 
Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surakarta Tentang Wali Hakim Adhol dalam 
Perkawinan (Studi Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surakarta Tahun 
2007)”. Skripsi ini lebih menitikberatkan kepada dasar dan pertimbangan hukum yang 
digunakan Hakim Pengadilan Agama Surakarta untuk menetapkan wali hakim4. 
Skripsi Muh. Taufik Darmawan dengan judul “Pelaksanaan Perkawinan dengan 
Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta 
                                                          
4 A. Zainal Arifin, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan 
Agama Surakarta Tentang Wali Hakim Adhol dalam Perkawinan (Studi Analisa Terhadap Putusan 






(Tinjauan Yuridis)”. Skripsi ini lebih menitik beratkan pada penyebab dan faktor-faktor 
apa saja yang mendasari perkawinan dengan menggunakan wali hakim5. 
Dari penelitian-penelitian di atas belum ada yang membahas secara spesifik 
tentang proses dan pelaksanaan serta penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim 
khususnya di Kantor Urusan Agama Ngemplak Boyolali. Maka dari itu Penulis 
melakukan penelitian yang berjudul Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinan  Dengan Wali 
Hakim di Kantor Urusan Agama Ngemplak Kabupaten Boyolali 2013-2015  
F. Kerangka Teori 
Dalam Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di 
Indonesia disebutkan bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus 
dipenuhi. Sehingga tanpa adanya wali nikah perkawinan tidak dapat dilaksanakan atau 
batal6. 
Dalam pernikahan ada beberapa macam wali nikah yang berhak untuk 
menikahkan kedua mempelai, yaitu wali mujbir, wali nasab dan wali hakim7. Dalam 
kehidupan bermasyarakat, banyak terjadi praktek perkawinan dengan menggunakan wali 
hakim, yaitu pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama  atau pejabat yang ditunjuk 
olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak 
mempunyai wali. 
                                                          
5 Muh. Taufik Darmawan, “Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta (Tinjauan Yuridis)”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan 
Syariah STAIN Surakarta, 2003. 
6 Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Cet. 
1, Jakarta : Gema Insani Perss, 1994, hlm. 83. 





Mengenai perwalian ini kompilasi hukum Islam (KHI) di Indonesia memperinci 
sebagai berikut :   
1. Pasal 19 : Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus 
dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkan nya. 
2. Pasal 20: (1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang 
memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim,aqil dan baligh. 
(2)wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim 
3. Pasal 23 : (1) wali hakim baru dapat bertidak sebagai wali nikah apabila wali 
nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui 
tempat tinggalnya atau adhal atau enggan. 
(2) dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru bertindak 
sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali 
tersebut. 
Hal ini terjadi karena mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali nasab 
sama sekali atau wali melakukan adhal atau menolak menjadi wali nikah. Yang termasuk 
dalam wali nasab ialah sebagai berikut : 
1. Bapak  
2. Kakek  
3. Buyut 
4. Saudara laki-laki seayah seibu 
5. Saudara laki-laki seayah 





7.  Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah 
8. Paman seayah seibu 
9. Paman seayah 
10. Anak paman seayah seibu 
11. Anak paman seayah 
12. Cucu paman seayah seibu 
13. Cucu paman seayah 
14. Paman ayah seayah seibu 
15. Paman ayah seayah 
16. Anak paman ayah seayah seibu 
17. Anak paman ayah seayah 
18. Paman kakek seayah seibu 
19. Paman kakek seayah 
20. Anak paman kakek seayah seibu 
21. Anak paman kakek seayah8 
Wali adhal adalah wali yang enggan atau wali yang menolak maksudnya ialah 
seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi 
wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi 
pilihan anaknya. Wali Adhal ini juga digunakan oleh Pengadilan Agama untuk merujuk 
                                                          





kepada perkara yang diajukan oleh mempelai wanita yang ingin menikah dengan 
menggunakan wali hakim karena keengganan dan ketidakmauan wali nasab nya. 
Hal seperti ini sesuai dengan asas (penentuan hukum) yaitu menghilangkan 
kesulitan. Karena wanita akan melaksanakan pernikahan tetapi tidak ada wali yang 
berhak untuk menikahkannya, maka untuk mengatasi kesulitan itu digunakan wali hakim.  
 
G. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian 
lapangan (field research) sebagai subyeknya adalah Lembaga Kantor Urusan 
Agama Ngemplak, Boyolali. Sedangkan obyeknya adalah pelaksanaan 
perkawinan dengan wali hakim pada tahun 2013 sampai 2015. 
2. Teknik Pengumpulan Data 
a. Interview  
Dalam menyusun skripsi ini yang menjadi responden adalah Pegawai Kantor 
Urusan Agama Ngemplak, Boyolali. 
b. Dokumentasi  
Melihat data yang ada di Kantor Urusan Agama Ngemplak, Boyolali tentang 
pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim tahun 2013 sampai 2015 untuk 







Mengamati proses pernikahan di Kantor Urusan Agama Ngemplak, Boyolali 
tentang pelaksanaan perkawinan memakai wali hakim. 
d. Analisis induktif 
 Metode ini adalah metode mengambil fakta-fakta yang ada di lingkungan 
yang ada di tempat penelitian lalu diuraikan. 
3. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitik dengan cara memaparkan atau 
mendiskripsikan apa penyebab, bagaimana proses pengajuan, dan bagaimana pelaksanaan 
perkawinan dengan menggunakan wali hakim di Kantor Urusan Agama Ngemplak, 
Boyolali. 
4. Teknik Analisa Data 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka analisa yang digunakan 
adalah berupa analisa deduktif, yaitu menganalisa data yang bersifat umum kemudian 
ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. 
H. Sistematika Pembahasan 
Peneliti menyajikan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara 
umum dan mempermudah pembahasannya, yakni dengan susunan sebagai berikut : 
Bab pertama, pada bagian ini memaparkan latar belakang masalah yang memuat 
alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian rumusan masalah yang menjadi 
bahan kajian dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian yang 





Selanjutnya telaah pustaka yang digunakan sebagai tolak ukur penguasaan literature 
dalam pembahasan dan penguraian. Kemudian kerangka teori dan metode metode 
penelitian yang dapat mempermudah peneliti dalam pembahasan. Bab ini diakhiri dengan 
sistematika pembahasan agar pembahasan ini lebih mudah dipahami. 
Bab dua, berupa gambaran umum tentang perkawinan dan perkawinan dengan 
wali hakim, faktor penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim dan dasar hukum 
tentang wali hakim. 
Bab tiga, berisi tentang letak geografis, struktur organisasi dan tata kerja di 
Kantor Urusan Agama Ngemplak, Boyolali. Proses pelaksanaan perkawinan dengan wali 
hakim di Kantor Urusan Agama Ngemplak, Boyolali.  
Bab empat, analisa terhadap Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim di 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Studi Khusus Wali 
Hakim 2013/2015 
Bab kelima, merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran serta 






TINJAUAN UMUM TENTANG WALI HAKIM DALAM 
PERKAWINAN 
 
A. Pengertian Perwalian 
1. Pengertian perwalian dalam Islam 
 Pengertian wali menurut KHI pasal 1 (b) adalah wali hakim yang ditunjuk 
oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnnya yang diberi wewenang 
untuk bertindak sebagai wali nikah. Perwalian adalah salah satu syarat dalam 
perkawinan yang sudah diatur oleh negara. 
 Pernikahan seperti dipahami dari kebanyakaan pendapat fuqaha adalah ikatan 
yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin 
antara seseorang laki-laki dan seseorang wanita yang sebelumnya tidak halal. 
Demikian yang dipahami kebanyakan orang.  Dalam pandangan Islam bukan halal 
nya hubungan kelamin itu saja yang menjadi tujuan tertinggi seseorang, tetapi 
bertujuan untuk mendapatkan keturunan secara sah dalam rangkaian melanjutkan 
generasi di samping supaya suami istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir 
dan batin atas dasar mencintai dan mengasihi dalam suatu rumah tanggga yang 
sakinah (bahagia).1  
Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan 
Aminuddin terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut : 
                                                          
1 Beni Ahmad Saebani, ”fiqh munakahat 1”, (Bandung: CV.pustaka setia), hlm. 16. 
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1. Ulama Hanafiah mendifinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu 
akad yang berguna untuk memiliki mut’ah dengan sengaja. Artinya, seseorang 
laki-laki dapat meguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk 
mendapatkan kesenangan dan kepuasan. 
2. Ulama Syafi’i mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan 
menggunakan lafadz “nikah” atau “jauz”, yang menyimpan arti memiliki. 
Artinya, dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan 
kesenangan dari pasangannya. 
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang 
mengandung arti mut’ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan 
adanya harga. 
4. Ulama Hanabilah bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz 
“nikah” atau “tazwij” untuk mendapatkan kepuasan, artinya seseorang laki-
laki dapat memperoleh kepuasan dari seseorang perempuan dan sebaliknya. 
Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung 
pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh Karena itu suami istri 
dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah 
tangganya. Yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah mawadah 
warahmah di dunia.2 
 
2. Dasar hukum perwalian 
Untuk lebih jelasnya masalah hakim akan saya paparkan ketentuan dasar 
menggunakan wali hakim. Perlu diketahui bahwa dicabutnya Peraturan Menteri 
                                                          
2 Ibid. hlm. 17. 
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Agama No. 1 Tahun 1952 tentang wali hakim. Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 
1952 tentang wali hakim untuk luar Jawa Madura. Peraturan Menteri Agama No. 2 
Tahun 1987 tentang wali hakim, maka yang berlaku saat ini Peraturan Menteri Agama 
No. 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, yaitu : 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Wali Nasab, adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah 
dengan calon mempelaiwanita dari pihak ayah menurut hukum Islam. 
2. Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang 
ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon 
mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. 
3. Penghulu, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah 
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh 
Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut 
agama Islam dan kegiatan kepenghulu. 
 
PENETAPAN WALI HAKIM 
Pasal 2 
1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau 
di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali 
nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, 




2. Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat 
(1) pasal ini ditetapkandengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syar’iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita. 
 
PENUNJUKAN DAN KEDUDUKAN 
Pasal 3 
1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah 
kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk 
menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) 
Peraturan ini. 
2. Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas 
Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama 
kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk 
salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara 
menjadi wali hakim dalam wilayahnya. 
3. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala 
Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala 
Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut 
untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya. 
 
Pasal 4 
1. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji 
diberi wewenang untuk atas nama Menteri Agama menunjuk pegawai yang 
cakap dan ahli serta memenuhi syarat menjadi wali hakim pada Perwakilan 
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Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 
(1) Peraturan ini. 
2. Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilasanakan atas dasar 
usul Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut. 
Menurut ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 50 
disebutkan  
1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang 
tua, berada dibawah kekuasaan wali. 
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta 
bendanya. 
Jadi, menurut ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 
menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian 
adalah : 
1. Anak laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun. 
2. Anak-anak yang belum kawin. 
3. Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. 
4. Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali. 
5. Perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya. 
Menurut UU No.1 tahun 1974 pasal 51, perwalian terjadi karena : 
1. Wali dapat ditunjuk oleh salah seorang orang tua yang menjalankan 
kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan 
lisan dengan dua orang saksi. 
2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain 
yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. 
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Kewajiban Wali menurut pasal 51 Undang-undang No.1 tahun 1974 
menyatakan:  
1. Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah kekuasaannya dan harta 
bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama kepercayaan anak itu. 
2. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah 
kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua peru 
bahan perubahan harta benda anak tersebut . 
3. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah 
perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan kesalahan dan kelalaiannya 
 
3. Kebolehan menjadi wali hakim 
Wali hakim adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan dinegara tersebut 
dalam membawahi rakyat dan mengatur kebutuhan rakyatnya. Di Indonesia wali 
hakim tidak hanya sekedar orang yang memiliki otoritas kekuasaan tertentu, 
misalkan hakim di pengadilan dan petugas Kantor Urusan Agama yang mempunyai 
kekuasaan sebagai pencatat nikah atau naib. 
4. Rukun dan syarat wali 
Dalam pernikahan terdapat rukun dan syarat salah satunya yakni adalah 
adanya wali. Perwalian dalam hukum perdata terdiri dari 3 (tiga) macam,  yaitu: 
1) Perwalian menurut undang-undang (wettelijke voogdij), yaitu perwalian dari 
orang tua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia lebih dulu 
(Pasal 345-354 KUHPer). 
2) Perwalian karena wasiat orang tua sebelum ia meninggal (testtamentaire 
voogdij), yaitu perwalian yang ditunjuk dengan surat wasiat (testament) oleh 
salah seorang dari orang tuanya. 
18 
 
3)   Perwalian yang ditentukan oleh hakim (datiev voogdij). 
Berikut pengertian dari macam-macam wali tersebut : 
1. Perwalian dari orang tua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal 
dunia lebih dahulu. 
Pasal 354 KUHPer menentukan bahwa orang tua yang hidup terlama 
(langstlevende ouder) dengan sendirinya menjadi wali. Ketentuan ini tidak 
mengadakan perkecualian bagi suami istri yang hidup terpisah karena 
perkawinan yang bubar oleh perceraian atau pisah meja dan tempat tidur. 
Jadi, apabila ayah menjadi wali setelah perceraian,dan kemudian ia 
meninggal dunia, maka dengan sendirinya (van rechtwege) itu menjadi wali 
atas anak tersebut  
Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip dari perwalian oleh 
orang tua (suami-istri). Perbedaan hanya ada dalam dua hal yaitu : 
a) Curator  
Apabila ayah meninggal dunia saat itu ibu dalam keadaan 
mengandung, maka balai harta peningggalan menjadi pengampu (curator) 
atas anak yang berada dalam kandungan dengan cara-cara seperti yang 
telah ditetapkan dalam pegangkatan wali. Jika anak itu lahir, maka ibu 
dengan sendirinya menjadi wali dan balai peninggalan harta sebagai pihak 
pengampu akan menjadi pengampu pengawas. 
b) Perkawinan baru 
Jika ibu selaku wali kawin lagi, maka suami yang tidak dikecualikan 
(dipecat) sebagai wali dengan sendirinya menjadi wali peserta 
(medevoogdij). Suami bersama-sama istrinya, harus bertanggung jawab 
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secara tanggungrenteng terhadap semua perbuatan yang dilakukan setelah 
perkawinan berlangsung. 
Perwalian peserta suami istri akan dihapus dalam kasus-kasus, antara 
lain : (1) perpisahan meja dan tempat tidur atau jika terdapat perpisahan 
kebersamaan atau persatuan harta perkawinan; (2) jika suami dipecat dari 
medevoogdij; dan (3) jika peran wali ibu berhenti. 
2. Perwalian yang ditunjuk dengan surat wasiat (testament) atau akte khusus  
Menurut pasal 355 ayat (1) BW, menentukan bahwa masing-masing 
orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau menjalankan perwalian 
atas seseorang anak atau lebih, berhak megangkat seseorang wali atas anak-
anak itu jika sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak terdapat pada 
orang tua yang lain, baik dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim. 
Ketentuan ini mengandung makna, bahwa masing-masing orang tua yang 
menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali 
jika perwalian tersebut memang masih terbuka. 
Dengan pengangkatan seorang wali mengakibatkan orang tua yang 
mengangkat itu secara hukum tidak menjadi wali atau melakukan kekuasaan 
orang tua pada saat ia meninggal (pasal 356 BW). 
 
3. Perwalian yang ditentukan oleh hakim 
Pada dasarnya perwalian dapat terjadi karena : (1) perkawinan orang 
tua putus baik di sebabkan dari seorang meninggal, perceraian atau putusan 





5. Macam-macam wali dalam pernikahan 
Wali dalam sebuah pernikahan adalah pengasuh pengampuh perempuan 
dalam waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-
laki). Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang 
bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. 
Namun, adakalah nya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat 
bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah ke orang lain. 
Wali ditunjukkan bedasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang 
yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungannya.3 
Secara sederhana urutan wali nasab dapat diurutkan sebagai berikut:  
1. Ayah kandung,   
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalm garis laki-laki,  
3. Saudara laki-laki sekandung,  
4. Saudara laki-laki seayah,  
5. Anak laki-laki saudara laki-laki saudara sekandung  
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah  
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung,  
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah,   
9. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman),  
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah),  
11. Anak laki-laki paman sekandung,  
                                                          
3 Tihami dan sohari sahrani,fikih munakahat ,(Jakarta:rajawali pers),2014,hlm. 90 
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12. Anak laki-laki paman seayah,   
13. Saudara laki-laki kakek sekandung,  
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung,  
15. Anak laki-lakisaudara laki-laki kakek seayah. 
16. wali hakim 
Wali nikah ada 5 macam, yaitu wali nasab, wali hakim, wali tahkim, wali 
maula, dan wali mujbir atau wali adhal. Pengertiannya ialah sebagai berikut : 
a. Wali nasab  
Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan 
wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab 
terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Imam malik mengatakan bahwa 
perwalian itu didasarkan atas ashabah, kecuali anak laki-laki dan keluarga 
terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. 
Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, 
kemudian ayah keatas, kemudian saudara laki-laki seayah seibu, kemudian 
saudara lelaki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara-saudara 
lealaki saja, kemudian anak lelaki dari saudara lelaki seayah saja, kemudian 
kakek dari pihak ayah, sampai keatas. 
Wali nasab dibagi menjadi dua wali aqrab (dekat) dan wali ab’ad 
(jauh). Dalam urutan di atas yang termasuk wali aqrab adalah urutan nomor 
1, sedangkan nomor 2 menjadi wali ab’ad. Jika nomor 1 tidak ada, maka 
nomor 2 menjadi wali aqrab dan nomor 3 menjadi wali ab’ad dan seterusnya. 
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Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab’ad adalah sebagai 
berikut: 
1. Apabila wali aqrabnya nonmuslim, 
2. Apabila wali aqrabnya fasik, 
3. Apabila wali aqrabnya belum dewasa, 
4. Apabila wali aqrabnya gila, 
5. Apabila wali aqrabnya bisu/tuli. 
b. Wali hakim  
Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qad’i (Pejabat 
Pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah. 
Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: 
1. Kepala pemerintah  
2. Khalifah (pemimpin), penguasa pemerintah yang diberi wewenang 
dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. 
Apabila tidak ada orang-orang tersebut, wali hakim dapat diangkat 
oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang 
alim ”ahl al-hal wa al-aqdi”. 
Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut : 
1. Tidak ada wali nasab. 
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab’ad. 
3. Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui. 
4. Wali aqrabnya (adhal) 
23 
 
5. Wali aqrabnya mempersulit. 
6. Wali aqrabnya sedang ihram. 
7. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah 
8.  Wali aqrabnya gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh ±92.5km atau 
dua hari perjalanan. 
9.  Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa wali mujbir 
tidak ada. 
Wali hakim tidak boleh menikahkan: 
1. Wanita yang belum baligh 
2. Kedua bela pihak (calon mempelai) tidak sekufu 
3. Tanpa seizin yang akan menikah 
4. Diluar dalam kekuasaannya. 
c. Wali Tahkim  
Wali tahkim, yaitu yang diangkat oleh calon suami atau calon 
istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah : (1) calon 
suami mengucapkan tahkim, kepada calon istri dengan kalimat, ”saya 
angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya pada si (calon istri) 
dengan mahar dan putusan bapak/saudara saya terima dengan 
senang.” Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. 






Wali tahkim terjadi apabila : 
1. Wali nasab tidak ada. 
2. Wali nasab gaib atau berpergian sejauh dua hari perjalanan, serta 
tidak ada wakilnya. 
3. Tidak ada qad’i atau pejabat pengadilan atau aparat Kantor Urusan 
Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau pegawai 
penacatat nikah, talak, dan rujuk (NTR). 
d. Wali Maula 
Wali maula, yaitu yang menikahkan budaknya artinya 
majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang 
berbeda dalam perwaliannya bagaimana perempuan itu rela 
menerimanya. Perempuan dimaksud adalah hamba sahaya yang 
berada dibawah kekuasannya. 
e. Wali Mujbir dan Wali Adhol 
Wali mujbir adalah seseorang wali menikahkan perempuan 
yang di walikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan 
pendapat mereka (perempuan) dahulu, dan berlaku juga bagi orang 
yang di walikan tanpa melihat ridha atau tidaknya. Adanya wali 
mujbir itu karena memerhatikan kepentingan orang yang diwalikan 
sebab orang tersebut kehilangan kemampuan, sehingga ia tidak 
mampu dan tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk 
dirinya sendiri. Disamping itu, ia belum dapat menggunakan akalnya 
untuk mengetahui kemaslahatan yang di hadapi nya. 
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Adapun yang dimaksud ijbar (mujbir) adalah hak seorang 
ayah (ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan 
yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu syarat-syarat 
tersebut ialah :  
1. Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan menjadi 
wilayat (calon mempelai wanita). 
2. Calon suaminya sekufu dengan calon istri,atau yang lebih tinggi 
3. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad 
nikah 
Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hak ijbar menjadi 
gugur. Sebenarnya, ijbar tidak seharusnya diartikan paksaan, tetapi lebih 
cocok bila diartikan pengarahan. 
Wali yang tidak mujbir adalah wali selain ayah, kakek, dan terus 
keatas. Wilayat nya terhadap wanita-wanita yang sudah baliq dan 
mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Bila calon pengantin 
wanita nya janda, izinnya harus jelas, baik secara lisan maupun tulisan. 
Bila calon pengantinnya gadis, cukup dengan diam saja.  
Apabila wali itu tidak menikahkan wanita yang sudah baliq yang 
akan menikah dengan seorang yang kufu, wali tersebut dengan wali adhal. 
Apabila terjadi seperti itu, perwalian langsung berpindah wali hakim, 
bukan kepada wali ab’ad, karena adhal adalah dzhalim, sedangkan yang 
menghilangkan sesuatu yang dzhalim adalah hakim. Akan tetapi, jika 
adhal nya sampai tiga kali maka dosa besar dan fasik dan perwaliannya 
pindah ke wali ab’ad. 
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Kalau adhal nya karena sebab nyata yang dibenarkan, tidak disebut 
adhal, seperti wanita menikah dengan pria yang tidak sepadan atau 
menikah dengan mahar dibawah missil, atau wanita di pinang oleh pria 
lain lebih sepadan dari peminang pertama.  
 
B. Menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 
1. Perwalian menurut perundangan di Indonesia 
Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 Wali nikah dalam perkawinan 
merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang 
bertindak untuk menikahkannya. 
Akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada pegawai 
pencatat nikah atau P3. NTR atau orang lain yang menurut pegawai pencatat 
nikah (P3.NTR) dianggap memenuhi syarat. Akad nikah dilangsungkan di 
hadapan pegawai pencatat nikah (P3.NTR), yang mewilayahi tempat tinggal 
calon istri dan hadiri oleh dua orang saksi. Apabila akad nikah dilaksanakan 
diluar ketentuan diatas, maka calon pengantin atau walinya harus 
memberitahukan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilahyahi tempat 
tinggal calon isteri (Pasal 23 PMA. No 3 Tahun 1975). 
Dalam pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tersebut 
diatur lagi sebagai berikut : 
1. Pada waktu akad nikah, calon suami dan wali nikah datang sendiri 
menghadap Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau pegawai penacatat 
pelaksanaan nikah talak rujuk (P3. NTR). 
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2. Apabila calon suami atau wali nikah tidak hadir pada waktu akad nikah 
disebabkan keadaan memaksa, maka dapat di wakili disebabkan keadaan 
memaksa, maka dapat di wakili orang lain. 
Dalam perundang-undangan di Indonesia perwalian pernikahan diatur 
pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  yang 
mengatur sebagai berikut: 
1. Untuk melangsungkan perkawainan seseorang yang belum mencapai umur 21 
tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat 2). 
2. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau 
dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 3) 
3. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak 
mampu menyakatan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang 
memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis 
lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyakan 
kehendaknya.4 
2. Dasar hukum wali hakim dan wali pernikahan 
Menurut ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 50 
disebutkan : 
1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan 
perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah 
kekuasaan wali. 
                                                          
4 Iidris pramulya,hukum perkawinan,hukum kewarisan,hukum acara peradilan agama,zakat 
menurut islam,(Jakarta:sinar grafika),2006,hlm.8-9 
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2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta 
bendanya. 
Syarat-syarat Perwalian 
Jadi, menurut ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 
menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian adalah 
: 
1. Anak laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun. 
2. Anak-anak yang belum kawin. 
3. Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. 
4. Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali. 
5. Perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya. 
Menurut UU No.1 tahun 1974 pasal 51, perwalian terjadi karena : 
1. Wali dapat ditunjuk oleh salah seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan 
orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dengan 
dua orang saksi. 
2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain 
yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. 
Kewajiban Wali 
Menurut pasal 51 Undang-undang No.1 tahun 1974 menyatakan: 
1. Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah kekuasaannya dan harta 
bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama kepercayaan anak itu. 
2. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah 
kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua peru 
bahan-perubahan harta benda anak tersebut . 
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3. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah 
perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan kesalahan dan kelalaiannya. 
Larangan Bagi Wali 
Pasal 52 UU No.1 tahun 1974 menyatakan terhadap wali berlaku pasal 48 
Undang-undang ini, yakni orang tua dalam hal ini wali tidak diperbolehkan 
memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya 
yang belum berumur 18 tahun atau belum melakukan perkawinan kecuali apabila 
kepentingan anak tersebut memaksa. 
3. Berakhirnya Perwalian 
Pasal 53 UU No.1 tahun 1974 menyebutkan wali dapat dicabut dari 
kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini, 
yaitu dalam hal : 
1. Wali sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak perwalian tersebut. 
2. Wali berkelakuan buruk sebagai walinya. 
Apabila kekuasaan wali dicabut maka pengadilan menunjuk orang lain sebagai 
(pasal 53 (2) UU No.1 tahun 1974). Dalam hal apabila wali menyebabkan 
kerugian pada si anak maka menurut ketentuan pasal 54 UU No.1 tahun 1974 
menyatakan, wali yang telah menyebabkan kerugian pada harta benda anak yang 
berada dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut 
dengan keputusan pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk 
mengganti kerugian tersebut 
Jika dalam hal rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus 
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Qur’an, Al-Hadist, dan 
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Undang-Undang yang berlaku. Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai 
perempuan ialah menurut susunan di bawah ini : 
a) Bapaknya  
b) Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan) 
c) Saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya 
d) Saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya 
e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya 
f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya 
g) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak) 
h) Anak laki-laki dari pamannya dari pihak bapaknya 
i) Hakim5 
Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh 
karena itu, tidak kecuali saksi dari orang-orang yang memiliki beberapa sifat 
berikut : 
a) Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali 
atau saksi. 





                                                          




Ada pula ulama yang memperbolehkan wali (bapak dan kakek) 
menikahkan tanpa izin ini dengan syarat-syarat sebagai berikut : 
a) Tidak ada permusuhan antara bapak dan anak 
b) Hendaklah dinikahkan dengan orang yang setara (sekufu) 
c) Maharnya tidak kurang dari mahar misil (sebanding) 
d) Tidak dinikahkan dengan orang yang tidak mampu membayar. 
e) Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan 
(membahayakan) si anak kelak dalam pergaulannya dengan laki-
laki itu, buta atau sangat tua sehingga tidak ada harapan akan 
mendapat kegembiraan dalam pergaulannya. 
Menurut susunan wali-wali di atas. Umpamanya wali yang gaib itu 
bapak, yang menjadi wali adalah kakeknya, bukan hakim. Apabila wali yang 
gaib itu kakeknya, yang menjadi wali adalah saudara seibu sebapak dan 
seterusnya menurut susnan wali. Alasan madzhab ini adalah sebagai berikut : 
a) Karena wali yang telah jauh hubungannya itu juga wali seperti yang 
dekat, hanya yang dekat didahulukan karena ia lebih utama, maka 
pabila ia tidak dapat menjalankannya, keutamaannya itu hilang dan 
berpindah kekuasaannya kepada wali yang lain menurut susunan yang 
semestinya. 




b) Hakim itu (menurut hadis) adalah wajib bagi orang yang tidak 
mempunyai wali. Apabila masih ada wali yang gaib, hakim belum 
berhak menjadi wali.7 
                                                          




GAMBARAN UMUM  KUA KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI 
A. Gambar Umum KUA 
1. Sekilas Sejarah dan Perkembangan KUA Kecamatan  Ngemplak.1 
a. Sejarah berdirinya KUA Ngemplak 
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngemplak adalah merupakan 
institusi pemerintah di bawah Kementerian Agama Kabupaten Boyolali yang 
mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 
pemerintah di bidang pembangunan agama di Kecamatan, khususnya di 
bidang Urusan Agama Islam. 
Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Ngemplak tidak lepas dari 
sejarah berdirinya KUA Kecamatan secara umum di Indonesia. Karena KUA 
Kecamatan Ngemplak merupakan salah satu unit kerja Kementrian Agama 
Selayaknya KUA Kecamatan. 
atan pada umumnya. KUA Kecamatan secara institusional berada 
paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas 
pelayanan kepada masyarakat di bidang Keagamaan. 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak yang terletak di desa 
Ngesrep, yaitu wilayah bagian barat dari Kecamatan Ngemplak, tepatnya di jl. 
Garuda No. 01 Panasan baru di kompleks perumahan TNI-AU, mulai hari 
selasa 24 maret 2009, KUA kecamatan ngemplak pindah di komplek Gedung 
Wisma Haji Armina Donohudan. 
                                                          
1 Arsip KUA Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 2014 
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Dalam perkembangannya, KUA Kecamatan Ngemplak seiring terbitnya 
KMA 477 Tahun 2004 tentang pencatatan nikah dan peraturan menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/2005 tentang 
Jabatan Fungtsional Penghulu dan Angka Kreditnya, maka KUA Kecamatan 
Ngemplak melaksanakan restrukturisasi sesuai acuan peraturan tersebut 
dengan struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala, seorang 
penghulu, tiga orang staf, seorang Penyuluh Agama Islam dan satu orang 
tenaga honorer. Selain itu guna memaksimalkan tugas pokok dan fungsi KUA 
Kecamatan Ngemplak, maka masing-masing pegawai KUA Kecamatan 
Ngemplak memiliki bidang dan tugas masing-masing yang terintegrasikan 
dalam suatu prinsip memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat 
secara maksimal, sehingga dengan demikian diharapkan KUA Kecamatan 
Ngemplak sebagai salah satu ujung tombak Kantor Kementrian Agama 
Kabupaten Boyolali dapat menjalankan tugas dan posisinya dengan baik dan 
memuaskan. 
KUA Kecamatan Ngemplak sebagaimana kantor pada umumnya telah 
mengalami pergantian kepala beberapakali dan berikut periodesasi kepala 
KUA Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali mulai dari tahun 1946 : 
 
NO NAMA PERIODE KETERANGAN 
 
1 HINDROWASIH 1946-1957 Pensiun 
2 ABDUL GHONI 1957-1964 Pensiun 
3 MAWARDI 1964-1971 Pensiun 
4 MARJUKI 1971-1971 Pensiun 
35 
 
5 DJA’FAR, BA. 1971-1977 Pensiun 
6 MUNDJEDI, BA. 1977-1989 Pensiun 
7 THOHA, BA. 1989-1993 Pensiun 
8 ZAINUDIN 1993-2000 Pensiun 
9 SYARIFUDIN 2000-2006 Pensiun 





Sedangkan wilayah kerja KUA Kecamatan Ngemplak terdiri dari 12 Desa 
berikut nama Desa, Kepala Desa dan P3N: 
NO DESA 
 
KEPALA DESA P3N 
1 Sawahan Poniman Suparwanto 
2 Donohudan Sumantinah Sunarso 
3 Pandeyan Sukasno Subandi 
4 Kismoyoso Jogo Mrgono H. Mujahid 
5 Giriroto Purwanto, SH. Ikhsani 
6 Mnggung Marsono, S.Ag. Hudi Warsitio 
7 Dibal Budi Setiyono Ahmadi, BA. 
8 Gagaksipat Suparno, S,Ag. Ro’is Achmadi 
9 Sindon Supardi Ali Sujadi 
10 Ngesrep Joko WIdodo, BA. Tugino 








TAHUN NIH RUJUK TALAK CERAI 
1 2013 766 - 25 81 
2 2014 739 - 25 74 
3 2015 793 - 20 83 
 
b. Kondisi Geografis KUA Kecamatan Ngemplak 
Kecamatan Ngemplak secara administrative merupakan salah satu dari 19 
Kecamatan yang ada didaerah Kabupaten Boyolali, dengan luas areal : 
3.701.380,9 ha, terletak 25 Kilometer dari Ibukota Kabupaten, dengan batas 
wilayah sebagai berikut : 
a. Sebelah Utara  : Kecamatan Nogosari 
b. Sebelah Selatan   : Kodya Surakarta dan Kabupaten Karanganyar 
c. Sebelah Timur   : Kabupaten Karanganyar 
d. Sebelah Barat   : Kecamatan Sambi 
Sedangkan batas-batas lokasi gedung KUA Kecamatan Ngemplak yang 
berada di komplek Wisma Haji Armina sebagai berikut:  
a. Sebelah Utara  : Gedung Armina 
b. Sebelah Selatan  : Sawah 




c. Kondisi Sosio-Ekonomi dan Budaya 
Wilayah Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali berpenduduk 
82.629 Jiwa, dengan kondisi sosio ekonomi dan kultural masyarakatnya 
terbagi dalam beberapa kelompok. Seperti pada umumnya masyarakat di 
Kabupaten Boyolali, penduduk diwilayah Kecamatan Ngemplak juga sangat 
majemuk, baik dari segi agama, sosio kultural, etnis maupun pekerjaan, 
sehingga terjadi akulturasi budaya antar penduduk asli dan penduduk 
pendatang. 
Secara sosiologis, masyarakat Kecamatan Ngemplak terbagi dalam 
beberapa kelompok strata sosioal. Dalam konteks sosio-ekonomi, masyarakat 
Kecamatan Ngemplak terbagi menjadi tiga golongan, yaitu sebagian kecil 
golongan menengah keatas yang mayoritas bertempat didaerah perumahan 
Panasan Baru dan Tegalrejo di Ngresep, sebagian wilayah Gagaksipat, di 
Perumahan Cndra Indah Gagaksipat, dan sebagian didaerah Dibal. Kelompok 
kedua merupakan kondisi  mayoritas  masyarakat Kecamatan Ngemplak yang 
berada pada golongan social ekonomi menengah kebawah yang tersebar 
hamper diseluruh Wilayah Desa dan kelompok ketiga adalah golongan 
masyarakat ekonomi menengah yang juga merupakan kondisi terbanyak kedua 
hampir merata pada setiap desa. 
Sedangkan dalam konteks agama, masyarakat Kecamatan Ngemplak 
terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai masyarakat santri yang 
mempunyai adat istiadat dan budaya sebagaimana prototype masyarakat santri 
pada umumnya seperti di dukuh Tegalrejo Desa Ngresep, kedua masyarakat 
abangan yang melakukan tradisi santri yang merupakan kondisi mayoritas 
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masyarakat Kecamatan Ngemplak, dan kelompok ketiga adalah masyarakat 
abangan yang jauh dari kehidupan agama yang tersebar diseluruh desa dan 
sebagian besar didaerah Ngargorejo dan Manggung. Walaupun demikian, 
kegiatan keagamaan diwilayah tersebut dapat dikatakan semarak, bahkan 
setiap hari besar selalu diadakan pengajian dan kegiatan kegiatan yang 
berbasiskan agama. Oleh karena itu, keadaan tersebut merupakan tantangan 
dan tugas yang sangat berat khususnya bagi Kantor Urusan Agama (KUA) 
Kecamatan Ngemplak, sehingga seluruh personelnya dituntut untuk selalu 
aktif memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat umumnya. 
2. Visi dan Misi KUA Ngemplak2 
a. VISI 
“ Terwujudnya seluruh keluarga Muslim Indonesia bahagia dan sejahtera baik 
material maupun spiritual yang mampu memahami, mengamalkan dan 
menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan beragama” 
b. MISI 
1. Melaksanakan kegiatan stastistik, dokumentasi dan pengembangan sistem 
administrasi dan pelayanan publik. 
2. Meningkatkan pelayanan prima dan professional dalam pencatatan nikah 
dan rujuk. 
3. Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan 
masyarakat. 
4. Mengembangkan manajemen dan pendayagunaan masjid, zakat, wakaf, 
baitul mal, dan ibadah social. 
                                                          
2 Arsip KUA Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 2014 
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5. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan produk pangan halal, kemitraan 
ummat dan ibadah social. 
3. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi3 
Sebagai realisasi terhadap keputusan Keputusan Presiden Republik Indonesia 
No. 44 dan 45 tahun 1974 khususnya untuk Departemen Agama, maka diterbitkan 
Keputusan Menteri Agama no 18 tahun 1975 tentang susunan Organisasi 
Departemen Agama. 
Dalam keputusan Menteri Agama tersebut, pada pasal 717 menyebutkan 
bahwa KUA di kecamatan mempunyai tugas kantor Departemen Agama di 
kabupaten dalam wilayah kecamatan di Bidang Urusan Agama Islam. 
Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada pasal 718 disebutkan fungsi KUA 
sebagai berikut: 
1. Menyelenggarakan statistik dokumentasi. 
2. Menyelenggarakan surat-menyurat, mengurus surat, kearsipan, pengetikkan 
dan rumah tangga Kantor Urusan Agama. 
3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus, dan membina masjid, 
zakat, wakaf, baitul mal, dan ibadah social. 
Dalam perkembangan selanjutnya guna menjaga eksistensi KUA kecamatan, 
maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 tahun 2001 
tentang penataan organisasi kantor urusan agama kecamatan dimana KUA 
berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab Kepada Kepala 
kantor Departemen Agama Kecamatan dibawah Koordinasi oleh Kepala Seksi 
Urusan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala yang tugas pokoknya 
melaksanakan sebagian tugas KUA. 
                                                          
3 Arsip KUA Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 2014 
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Uraian tugas pegawai KUA Kecamatan Ngemplak: 
 
a. Kepala KUA Ngemplak 
Nama    : Abdul Rochman, S.Ag. 
NIP     : 19690831 1995031002 
Tempat tanggal lahir  : Boyolali, 31 agustus 1969 
Pangkat/ Golongan   : Pembina (IV/a) 
Jabatan    : Kepala 
Alamat    : Kadireso, Teras Boyolali 
 Dalam struktur KUA, Kepala KUA merangkap sebagai Pejabat 
Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ), Kepala Badan Kesejahteraan Masjid 
(BKM), Kepala BP4, Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Ketua 
Lembaga Pembinaan Tilawatil Quran ( LPTQ ). 
 Adapun tugas Kepala KUA Ngemplak adalah sebagai berikut: 
a. Sebagai Kepala Urusan Agama Kecamatan Ngemplak: 
1) Memimpin Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak 
2) Menyusun rincian kegiatan KUA Kecamatan Ngemplak 
3) Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab 
kegiatan 
4) Melaksanakan tugas KUA 
5) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan 
6) Melaksanakan bimbingan manasik haji 
7) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas KUA 
8) Melaporkan pelaksanaan tugas organisasi kepada kepala 
kantor Kemeterian Agama Kabupaten Boyolali. 
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b. Sebagai Pegawai Pencatatan Nikah (PNN) 
1) Menyusun rencana kerja tahunan penghuluan. 
2) Menyusun rencana kerja operasional kegiatan 
kepenghuluan. 
3) Meneliti kebenaran data calon pematen, wali nikah dan 
saksi nikah. 
4) Meneliti kebenaran data pasangan rujuk dan saksi. 
5) Melakukan menerima atau menolak kehendak nikah/rujuk. 
6) Penasihat calon pengantin. 
7) Memberikan solusi terhadap pelanggaran ketentuan 
nikah/rujuk. 
8) Menyusun monografi kasus. 
9) Menyusun jadwal konseling nikah/rujuk. 
10) Membeerikan nasehat terhadap calon pengantin. 
11) Mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah. 
12) Membuat kutipan nikah. 
13) Menyelesaikan permasalahan hokum munakahat. 
14) Menyusun materi bimbingan muamalah. 
15) Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah 1 dan 2. 
16) Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan. 
c. Sebagai PPAIW 
1) Meneliti saksi ikrar wakaf 
2) Meneliti kehendak wakaf 
3) Meneliti dan mengesahkan susunan nadzir. 
4) Membuat akta ikrar wakaf (W.2). 
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5) Menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf 
6) Mengajukan permohonan ke BPN kabupaten untuk 
mendaftarkan perwakaffan. 
b. Penghulu 
Nama    : M. Muslih, S, Ag. 
NIP     : 19730605 200501 1003 
Tempat tanggal lahir  : Boyolali 5 juni 1973 
Pangkat/golongan  : Penata Muda (III/C) 
Jabatan    : Penghulu Muda 
Alamat    : Potronayan, Nogosari Boyolali 
Uraian Tugas  : 
1) Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan. 
2) Menyusun rencana operasional kegiatan kepenghuluan. 
3) Meneliti kebeneran data calon temanten, wali nikah dan saksi 
nikah di balai nikah. 
4) Meneliti kebeneran data pasangan rujuk dan saksi  
5) Melakukan penetapan dan atau penolakan kehendak 
nikah/rujuk dan menyampaikannya. 
6) Menganalisis kebutuhan konseling. 
7) Mengarahkan materi konseling penasihat calon. 
8) Mengevaluasi rangkaian kegiatan konseling. 
9) Memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk melalui proses 
menguji kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk dan 
menetapkan legalitas akad nikah/rujuk. 
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10) Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tuliyah wali 
hakim. 
11) Memberikan khutbah / nasihat nikah/ doa nikah/rujuk. 
12) Memandu pembacaan sighat ta’lik. 
13) Menyusun monografi kasus. 
14) Mengidentifikasi, memverifikasi dan memberikan solusi 
terhadap pelanggaran ketentuan nikah/rujuk. 
15) Menyusun jadual penasihatan dan konseling nikah/rujuk. 
16) Mengidentifikasi permasalahan hokum munakahat. 
17) Menyusun materi bimbingan muamalah. 
18) Membentuk kader pembimbing muamalah. 
19) Mengidentifikasi keluarga sakinah II. 
20) Mengidentifikasi keluarga sakinah III. 
21) Menyusun materi keluarga sakinah. 
22) Membentuk kader dan melatih pembina keluarga sakinah. 
23) Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan. 
24) Menyusun materi bahsul masail, munakahat, dan ahwal 
asyakhsiyah. 
25) Melakukan uji coba hasil pengembangan metode penasehatan 
konseling dan pelaksanaan nikah/rujuk. 
26) Melakukan uji coba hasil pengembangan perangkat dan standar 
pelayanan nikah/rujuk. 
27) Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang 
kepenghuluan. 
28) Melaksanakan administrasi perwakafan. 
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29) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan. 
 
c. Penyuluh 
Nama    : Drs. Slamet Arifin, M.Ag 
NIP   : 196610072000031001 
Tempat tanggal lahir  : Boyolali 7 Oktober 1966 
Pangkat/Golongan  : Pembina Tk I (IV/B) 
Jabatan    : Penyuluh Agama Islam 
Alamat    : Pulung, Simo Boyolali. 
Uraian Tugas   : 
1) Mengadakan pembinaan organisasi keagamaan di tingkat 
kecamatan. 
2) Melaksanakan kegiatan keagamaan di tingkat kecamatan. 
3) Memberikan pembinaan dan penyuluhan terhadap majelis ta’lim. 
4) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan. 
5) Melaksanakan penyuluhan keluarga sakinah. 
6) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan. 
d. Staff 
- Nama    : Fathani Asshidqi 
NIP    : 19590903 198511 001 
Tempat tanggal lahir  : Surakarta, 03-09-1959  
Pangkat/Golongan  : Penata Muda Tk.I (III/B) 
Jabatan   : Staff 
Alamat  : Singopuran, Kartasura 
Uraian Tugas   : 
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1) Melayani kebutuhan pimpinan yang berkaitan dengan tugas 
kantor. 
2) Melayani kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan surat-
menyurat. 
3) Melayani penyelesaian rekomendasi nikah 
4) Melayani penyelesaian duplikat nikah. 
5) Melayani legalisasi Kutipan Akta Nikah. 
6) Menatausahakan surat, rekomendasi dan duplikat nikah. 
7) Melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan 
 
- Nama    : Heny Prihatin, SH 
Nip       : 19740113 200710 2 001  
Tempat tanggal lahir : Sragen, 13 Januari 1974 
Pangkat/Golongan  : Penata Muda Tk I (III/B) 
Jabatatan   : Staff 
Alamat   : Mangu 1/1 Ngesrep Kecamatan 
Ngemplak. 
Uraian Tugas   : 
1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpin. 
2) Entry data Nikah dan Rujuk. 
3) Mencetak akta nikah 
4) Mencetak kutipan akta nikah  
5) Mendokumentasikan Daftar Pemeriksaan Nikah. 
6) Mendokumentasikan Akta Nikah. 
7) Mendekomuntasikan register T/C. 
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8) Membuat rencana anggaran belanja kantor 
9) Membuat laporan bulanan 
10) Membuat permohonan blanko NR. 
11) Menerima biaya pencatatan  Nikah dan Rujuk. 
12) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan. 
13) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan. 
- Nama    : Tri Retno Indarsih, S. Fil.L 
Tempat tanggal lahir  : Sragen, 25 Desember 1981 
Pangkat/Golongan  : - 
Jabatan   : Honorer 
Alamat   : Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. 
Uraian Tugas   : 
1) Menerima surat masuk . 
2) Menggagendakan surat keluar. 
3) Menatausahakan surat. 
4) Menulis register Talak dan Cerai. 
5) Membantu entry data NR dalam nikah. 
6) Memberikan catatan T/C pada akta nikah. 
7) Mengupayakan/menjaga keindahan dan kebersihan kantor. 
8) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.  
- Nama    : Muh Zainal Amin 
NIP       : 19680629 200901 1 002 
Tempat tanggal lahir  : Surakarta, 29 Juni 1968 
Pangkat/ golongan : Pengatur TK I (II/d) 
Jabatan  : Staff 
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Alamat  : Mangkuyudan, Purwosari. Laweyan  
Uraian tugas   : 
1) Membuat permohonan NR. 
2) Membuat laporan bulanan keadaaan blanko nikah 
3) Menerima biaya pencatatan Nikah dan Rujuk 
4) Menyetor uang pencatatan Nikah dan Rujuk ke rekening 
bendahara penerima Kankemenag 
5) Membuat laporan dan pencatatan NR2 
6) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan. 
7) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan. 
4. Organisasi dan Kelembagaan KUA Ngemplak4 
Bila mengacu kepada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 
Tahun 2001, maka jumlah personil KUA Ngemplak masih jauh dari jumlah 
ideal. Walau dengan keterbatasan sumber daya yang ada, KUA Ngemplak 
tetap mencoba memberikan pelayanan seoptimal mungkin dalam 
Kepenghuluan (Administrasi NR), ketatausahaan (doktit), kemasjidan zakat 
wakaf ibadah sosial, pelayanan hisab ru’yat, bimbingan dan pelayanan haji 
serta layanan umat beragama. 
Selain itu KUA Ngemplak juga ikut aktif dalam Organisasi-Organisasi 
kemasyarakatan, antara lain pengurus RT, tamir masjid dan sebagainya. 
Ditingkat Kec.Ngemplak sebagai Dewan Pembina BAZ Kecamatan. Di 
tingkat Kabupaten KUA Ngemplak juga aktif dalam anggota BP4 dan 
Organisasi kelembagaan kemasyarakatan lainnya yang ada di Kecamatan 
Ngemplak. 
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Dengan hal ini selama 2014, KUA Kec Ngemplak telah melaksanakan 
program kerja dengan maksimal mungkin untuk mencapai sasaran yang telah 
diagendakan dalam rencana program kerja tahun 2014 dan 2015 yang akan 
datang. 
a. Lembaga Pembinaan Pengalaman Agama (LP2A) 
1. Mengadakan pengajian kitab kuning 
2. Mengadakan mental Agama bagi karyawan 
3. Mengadakan mental agama bagi ibu persatuan dharma 
wanita 
b. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) 
1. Penataan administrasi dan ketatalaksanaan Lembaga 
2. Mengadakan seleksi MTQ Tk. Kecamatan 
3. Meningkatkan kualitas Dewan Hakim  
4. Meningkatkan kualitas Guru Ngaji 
5. Mengirimkan peserta MTQ Tk. Kabupaten 
6. Mengirimkan peserta STQ Tk. Kabupaten 
7. Memfasilitasi pengiriman peserta dalam lomba di berbagai 
tingkatan 
8. Pendataan Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) 
9. Menyalurkan bantuan untuk TPQ 
10. Memaksimalkan kerja BADKO TPQ 
c. Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan   
1. Penataan administrasi dan ketatalaksanaan Lembaga. 
2. Penyaluran bantuan untuk fakir miskin 
3. Sosialisasi UU No. 38 tentang zakat 
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4. Sosialisasi Perda No. 6 tahun 2006 tentang pengelolaan 
zakat 
5. Pengumpulan zakat PNS 
6. Sosialisasi zakat profesi 
7. Peningkatan kualitas pengelolaan zakat 
d. Tim Sertifikasi Arah Kiblat dan Pangan Halal 
1. Memberikan sosialisasi pada masyarakat tentang pangan 
dan produk halal melalui pembantu penghulu dan mudin 
2. Memberikan pembinaan pada pedagang kaki lima tentang 
produk halal 
3. Mengirimkan tokoh masyarakat untuk mengikuti seminar 
kemitraan umat di Kemeng Kabupaten atau profesi. 
4. Memberikan sosialisasi tentang penentuan arah kiblat 
e. Badan Pembinaan Keluarga Sakinah (BPKS) 
1. Memberikan bimbingan dan pembinaan keluarga sakinah 
2. Membentuk satuan tugas dan kader Pembina keluarga 
sakinah di tiap-tiap Kelurahan  
3. Memberi pembekalan materi dan pelatihan pada satgas 
Pembina keluarga sakinah 
4. Memilih dan mengirim satgas mengikuti seminar dan 







B. Administrasi dan Operasional 
1. Administrasi5 
a. Ketatausahaan 
 Penyelenggaraan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dinamis, 
penyelenggaraan administrasi NR, Kemasjidan, Perwakafan, Organisasi semi 
resmi, seperti BP4, BKM, LP2A, LPTQ dan lain-lain. 
b. Pendataan dan Pelaporan 
 Menyediakan data NR, Kemasjidan, penduduk berdasarkan jumlah 
pemeluk agama, laporan pertanggungjawaban NR. 
 
 
c. Perlengkapan Kantor 
 Menyediakan papan pengumuman biaya Nikah dan Rujuk , papan 
statistik NR dan perwakafan, Kemasjidan, buku tamu, notulen rapat, file 
kepegawaian, penjilidan NR, daftar pemeriksaan nikah, daftar Nadzir, bendel 
A.IW/ P AIW, sibir surat, keterangan NTCR, bendel duplikat NTCR, NC, 
buku catatan nikahbedolan, buku lainnya, jam dinding, Bendera Merah Putih, 
Gambar Presiden dan Wakil Presiden, Lambang Garuda Pancasila, Lambang 
Departemen Agama, papan nama BP4, ruang tunggu, kalender, lemari, Ruang 
Kepala Kantor, WC dan Kamar Mandi, Logo Depag, Papan alur palayanan 
nikah, daftar hadir, papan kegiatan, papan Visi Misi, papan alur pelayanan haji 
dan umroh, aula, dll. 
d. Kepegawaiaan 
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 Kedisiplinan jam datang dan pulang, pakaian dinas, mempersiapkan 
program kerja tahunan, program kerja bulanan dan pelaksanaannya dan rincian 
tugas setiap pegawai. 
e. Tata Laksana Keuangan 
 Buku kas Tabelaris Bendaharawan Khusus Penerima, Buku Kas 
Tabelaris Pengelola Dana Bantuan, Buku Kas Umum BKM dan Buku Bantu, 
Buku Kas BP4, LP2A besrta Buku Kas Umum LPTQ dan Buku Bantu 
lainnya, pentasarupandana bedolan beserta arsip SPJ keuangan dikerjaan 
dengan baik, akurat dan kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. 
2. Operasional 
a. Perkawinan dan BP46 
- Perkawinan  
 Pernikahan dalam pandangan islam bukan hanya sekedar formalisasi 
hubungan suami istri, pengganti status serta upaya pemenuhan kebutuhan 
fitrah manusia. memelihara dan menciptakan keluarga yang sakinah. 
 Dalam peraturan Undang-Undang Negara Republik Indonesia setiap 
orang yang akan melangsungkan pernikahan harus mendaftar. Atas 
permintaan catin dan persetujuan PPN akad nikah dapat dilaksanakan 
diluar KUA. 
- Pelaksanaan akad Nikah 
1) Akad nikah dilaksanakan di KUA oleh wali nikah dan dihadapan 
PPN No.11/2007. Ps.17,18 dan Pasal 21). 
2) Atas permintaan catin dan persetujuan PPN akad nikah dapat 
dilaksanakan diluar KUA.  
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- Rekomendasi Nikah 
  Rekomendasi nikah untuk catin pria yang hendak menikah keluar 
wilayah kerja kecamatan setempat: 
1) Catin membawa surat pengantar dari desa / kelurahan yang dilampiri 
surat keterangan nikah (Model N1,N2,N3 dan N4) dari desa / 
kelurahan. 
2) Fotocopy KTP dan Akte kelahiran. 
3) Pembuatan surat rekomendasi nikah dalam waktu 10 menit. 
- Tata cara membuat duplikat surat nikah. 
1) Yang berkepentingan membuat surat pengantar dari desa yang 
mencatumkan identitas calon pengantin. 
2) Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila surat nikah rusak 
dan bukti fisik jika surat nikah rusak. 
3) Pas foto 2 lembar ukuran 3X4 
Adapun yang dimaksud dengan kode N sebagai berikut : 
 N1 : Surat keterangan untuk nikah  
 N2 : Surat keterangan asal-usul 
 N3:  Surat persetujuan mempelai 
 N4 : Surat keterangan tentang orang tua 
 N5 : Surat izin dari orang tua 
 N6 : Surat keterangan kematian suami/istri 
 N7 : Pemberitauan kehendak nikah 
 N8 : Pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan 
 N9 : Penolakan pernikahan 
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 PPN juga dapat dijadikan sebagai wali hakim dan berhak 
menikahkan calon pengantin perempuan apabila calon pengantin 
perempuan tersebut : 
a) Tidak mempunyai wali nasab 
b) Wali nasab tidak memenuhi persyaratan 
c) Mafqud atau tidak diketahui dimana wali berada 
- BP4  
   Tugas dan kewajiban BP4 sebagai berikut : 
1) Menjaga nama baik organisasi 
2) Memberikan nasehat, menerangkan mengenai NTCR baik kepada 
perorangan maupun kelompok 
3) Mencegah terjadinya perceraian sewenang-wenang, poligam yang 
tidak bertanggung jawab dan perkawinan dibawah tangan 
4) Memberikan bantuan dalam mengatasi perselisihan dalam rumah 
tangga 
5) Memberikan bimbingan dan penyuluhan UU Perkawinan dan 
Hukum Munakahat 
6) Bekerjasama dengan instansi atau organisasi yang memiliki 
kesamaan tujuan 
 Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang akan 
berkembang menjadi tatanan masyarakat yang lebih luas. Karena itu Pembina 
keluarga sakinah sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang rukun, 
damai, dan bahagia baik fisik maupun batin. Pembinaan tidak hanya kepada 




 BP4 berupaya memberikan pengertian kepada masyarakat bagaimana 
mempunyai keluarga yang sakinah, yaitu keluarga yang bahagia lahir dan 
batin, tenang dan tentram dan masalah-masalah yang perlu dihindari oleh 
pasangan suami istri yang dapat memicu perselisihan. 
 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 24 tahun 2014 
Bab III pasal 6 tentang penyetoran biaya nikah : 
1. Catin wajib menyetorkan biaya nikah ke bendahara penerimaan 
sebesar Rp. 600.000,- 
2. Apabila jauh dari tempat tinggal maka catin dapat membayar ke bank. 
3. PPS menyetorkan biaya nikah dan rujuk yang diterimanya dan 
mengirmikan paling lambat 5 hari kerja. 
 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 24 tahun 2014 
Bab VIII pasal 19 tentang tata cara mendapatkan tarif 0 rupiah. 
1. Catin tidak mampu secara ekonomis atau korban bencana alam. 
2. Criteria tidak mampu didasarkan surat keterangan melalui lurah 
setempat. 
3. Catin korban bencana harus memperoleh surat keterangan dari lurah 
setempat.  
b. Zakat, infaq shadaqoh dan wakaf7 
- Zakat, Infaq dan Shadaqoh 
 Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim yang 
mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh 
hukum islam. Zakat adalah modal dasar pembangunan kesejahteraan 
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umat dan merupakan salah satu sumber dana untuk mengentaskan 
kemiskinan. Dan untuk lebih menyadarkan masyarakat dalam 
mengeluarkan zakat dan infaq. Diperlukan bimbingan terutama dalam 
upaya menggali potensi dana umat melalu zakat maal, tijarah, profesi, dan 
lainnya. Mengingat pentingnya zakat bagi kesejahteraan umat maka KUA 
Ngemplak melakukan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan zakat, 
infak dan shadaqah tersebut diantaranya : 
1) Menyalurkan bantuan untuk fakir miskin 
2) Mensosialisakan UU No. 38 tentang zakat 
3) Mensosialisakan Perda No.6 tahun 2006 tentang pengelolaan 
zakat. 
4) Mengumpulkan zakat  
5) Mensosialisasikan zakat profesi. 
6) Meningkatkan kualitas pengelolaan zakat. 
- Wakaf  
 Wakaf adalah perbuatan hokum wakif untuk memisahkan dan 
menyerahkan sebagian harta benda memilikinya untuk dimanfaatkan 
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan 
guna keperluan ibadah dan mensejahterekan umum menurut syariat. 
 Fungsi wakaf adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat 
ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu perlu penataan dan 
pengelolaan secara efektif yang diatur dalam suatu perundangan. 
 UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah Nomor 
42 tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaaf sebagai berikut : 
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1. Wakif yaitu pihak yang memiliki harta atau orang yang 
mau mewakafkan sebagian hartanya. 
2. Nazhir yaitu seseorang yang megelolah dan 
mengembangkan benda-benda yang diwakafkan. 
3. Harta benda wakaf yaitu harta yang bisa bertahan dengan 
jangka panjang dan manfaat yang jangka panjang. 
4. Ikrar wakaf yaitu pernytaan seorang wakif yang diucapkan 
dengan lisan maupun tulisan 
5. Peruntukan benda wakaf yaitu benda yang diwakafkan 
hanya untun saran ibadah, pendidikan, bantuan fakir miskin 
dan untuk kesejahteraan untuk umat. 
 Menurut Peraturan Agama No 1 tahun 1978 pasal 4 ayat 1 Pejabat 
Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagai berikut : 
a. Menelitiki kehendak wakaf (barang-barang yang ingin 
diwakafkan). 
b. Mengesahkan susunan nadzir 
c. Meneliti saksi ikrar wakaf. 
d. Meyaksikan dan menandatangani sumpah ikrar wakaf. 
e. Membuat akta wakaf rangkap W2. 
f. Menyimpan lembar pertama akta ikrar wakaf 
g. Kedua surat permohonan (W7) diajukan kepada kantor 
pertahanan nasional. 
h. Menyampaikan dan menyelenggarakan salinan ikrar wakaf. 




  Kantor Urusan Agama kec. Ngemplak untuk melakukan pelayanan 
administrasi perkawinan, wakaf, zakat infaq dan shadaqoh KUA Ngemplak 
juga melayani administrasi Ibadah Haji 
Tata cara pendaftaran haji : 
1. Pemeriksaan di puskesmas. 
2. Calon jamaah haji mendatangi Depag kabupaten untuk mengisi formulir 
pendaftaran pergi haji (SPPH) dan menyerahkan fc ktp, pas foto terbaru 
3X4 warna belakang putih tanpa memakai kacamata. 
3. Melengkapi yang dibutuhkan oleh Depag kabupaten dan menandatangani 
formulir. 
4. Mendatangani bank penerima setoran BPIH. 
5. Calon jemaah haji mengisi formulir pembukuan. 
6. Untuk mendapatkan 1 kursi untuk haji calon jamaah haji harus membayar 
20 juta. 
7. Setelah menyetorkan uang dan menunjukan SPPH yang telah 
ditandatangani oleh Depag. 
8. Setelah menyetorkan BPH dan menerima bukti setoran BPIH selambat-
lambatnya 3 hari menyerahkan bukti pembayaran. 
 Berikut ini adalah beberapa layanan ibadah haji yang dilakukan oleh 
KUA Kec. Ngemplak dengan metode sebagai berikut : 
a. Kebijakan pemerintah menyelenggarakan haji 
b. Sholat safar dan shalat dalam perjalanan 
c. Adat istiadat bangsa arab 
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d. Peragaan manasik haji 
e. Barang bawaan jamaah haji 
f. Praktek manasik haji. 
g. Pemantapan manasik haji 
d. Kemasjidan9 
   Kantor Urusan Agama Kec. Ngemplak melaksanaan pelayanan 
administrasi kemasjidan yaitu: 
1. Mengadakan pembinaan masjid 
2. Mendata masjid 
3. Mengdakan tempat ibadah 
4. Mengadakan penataran khatib 
5. Mengadakan pembinaan remaja masjid 
6. Bantuan keagamaan lainnya. 
 
C. Program dan Kegiatan  
 Program dan kegiatan yang dilakukan KUA Kec. Ngemplak antara lain:10 
1. Melakukan Pembinaan Pra Nikah  
 Salah satu pembinaan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan 
Ngemplak adalah melakukan wawancara atau tanya jawab terkait pra 
nikah yang dilakukan oleh petugas KUA dengan calon pengantin yang 
sudah mendaftar di KUA Kecamatan Ngemplak, atau bahasa yang sering 
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digunakan oleh petugas KUA Kecamatan Ngemplak adalah 
“jonggolan”.11  
 Pertanyaan yang di ajukan kepada calon pengantin diantaranya 
menyangkut beberapa hal yaitu: 
a. Menanyakan keseriusan kepada pasangan calon pengantin, apakah 
sudah siap dan yakin terhadap pasangan masing-masing untuk 
membentuk sebuah keluarga. 
b. Mengecek ulang kembali identitas kedua calon pengantin yang 
berisikan data-data seperti nama kedua calon pengantin, tempat dan 
tanggal lahir kedua calon pengantin, agama kedua calon pengantin, 
pekerjaan kedua calon pengantin, nama orang tua dari kedua calon 
pengantin, dll. 
c. Menanyakan kapan akan di selenggarakan Ijab Qabul, dan dimana 
pelaksanaan penyelenggaraan Ijab Qabul tersebut. 
d. Menentukan atau menanyakan mahar yang akan di serahkan calon 
pengantin laki-laki ke calon pengantin perempuan dalam akad Ijab 
Qabul. 
e. Menanyakan status kedua calon pengantin 
f. Menanyakan imunisasi dari puskesmas bagi calon pengantin 
perempuan yang bertujuan untuk mengecek kesehatan rahim calon 
pengantin perempuan.   
 Selain menanyakan pertanyaan di atas, petugas KUA Kecamatan 
Ngemplak juga memberikan materi tentang pernikahan seperti: 
                                                          
11 M. Muslih,Sag, Penghulu Muda, Wawancara pribadi, 10 November 2015, Jam 10.00 WIB 
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a. Hak isteri 
1) Hak mengenai harta, yaitu mahar atau maskawin dan nafkah. 
2) Hak mendapatkan perlakuan baik dari suami. 
3) Hak untuk mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan dari suami 
b. Hak suami 
 Ketaatan isteri kepada suami dalam melaksanakan urusan 
rumah tangga termasuk didalamnya memelihara dan mendidik anak, 
selama suami menjalankan ketentuan- ketentuan Allah yang 
berhubungan dengan suami isteri. 
c. Hak bersama suami isteri 
1) Halalnya pergaulan sebagai suami isteri dan kesempatan saling 
menikmati atas dasar kerjasama dan saling memerlukan. 
2) Sucinya hubungan perbesanan. 
3) Berlaku hak pusaka-mempusakai. 
4) Perlakuan dan pergaulan yang baik. 
d. Kewajiban Isteri 
1) Hormat dan patuh kepada suami dalam batas- batas yang 
ditentukan oleh norma agama dan susila. 
2) Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan 
mewujudkan kesejahteraan keluarga. 
3) Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah. 




5) Menerima dan menghormati pemberian suami serta 
mencukupkan nafkah yang diberikannya dengan baik, hemat, 
cermat, dan bijaksana. 
e. Kewajiban Suami 
1) Memelihara memimpin dan membimbing keluarga lahir batin, 
serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan 
kesejahteraannya. 
2) Memberi nafkah sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan 
keperluan keluarga erutama sandang, pangan, dan papan. 
3) Membantu tugas-tugas isteri terutama dalam memelihara dan 
mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab. 
4) Memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada isteri sesuai 
dengan ajaran agama, tidak mempersulit apalagi membuat isteri 
menderita lahir batin yang dapat mendorong isteri berbuat salah. 
5) Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian secara bijaksana 
dan tidak berbuat sewenang-wenang. 
f. Kewajiban Bersama Suami Isteri 
1) Saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak. 
2) Memupuk rasa cintadan kasih sayang. Masing-masing harus dapa 
menyesuaikan diri, seiya sekata, saling mempercayai serta selalu 
bermusyawarah untuk kepentingan bersama. 
3) Hormat-menghormati, sopan santun, penuh pengertian serta 
bergaul yang baik. 
4) Matang dalam berbuat dan berfikir serta tidak bersikap emosional 
dalam persoalan yang dihadapi. 
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5) Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia 
pribadi. 
6) Sabar dan rela atas kekurangan-kekurangan dan kelemahan-
kelemahan masing-masing. 
2. Melakukan Pembinaan Keluarga Sakinah 
 Kegiatan pembinaan keluarga sakinah yang di lakukan petugas KUA 
Kec Ngemplak dengan mengundang beberapa keluarga yang akan 
menikah untuk mengikuti pembinaan keluarga sakinah. Petugas KUA 
mengundang calon pengantin pada waktu pendaftaran pernikahan. 
Undangan ini diwajibkan untuk hadir bagi kedua calon pengantin, apabila 
salah satu tidak hadir maka pembinaan akan dilaksanakan di kemudian 
hari atau ditunda.12 
3. Membentuk kader Pembina Keluarga sakinah 
 Selain kegiatan pembinaan keluarga sakinah, petugas KUA Kec 
Ngemplak mengadakan pembentukan kader pembina keluarga sakinah 
yang berfungsi sebagai mediator keluarga sakinah di lingkungan 
masyarakat. Kader-kader untuk menggerakkan visi misi pembentukan 
keluarga sakinah di KUA Kec Ngemplak diserahkan pada RT, RW, 





                                                          
12 M. Muslih,Sag, Penghulu Muda, Wawancara pribadi, 10 November 2015, Jam 10.00 WIB 




D. Data penggunaan wali hakim 
Data-data yang akan saya jelaskan adalah data-data penggunaan wali hakim dari tahun 2013 sampai 
2015 : 
Tahun 2013 
NO NAMA ALAMAT ALASAN MEMAKAI WALI HAKIM 
1 RATNA PRIHATIN BANARAN 1/ 6 GAGAKSIPAT TIDAK MEMPUNYAI WALI NASAB 
2 SAYEKTI PERUM 01/08 MANGGUNG TIDAK MEMPUNYAI WALI NASAB 
 
Tahun 2014 
NoO NAMA ALAMAT ALASAN MEMAKAI WALI HAKIM 
1 SUNDARI JEPONAN 01/01 MANGGUNG TIDAK MEMPUNYAI WALI NASAB 
2 SARIYEM MELETAN 03/08 SAWAHAN TIDAK MEMPUNYAI WALI NASAB 
3 RIRIN TJAHYANINGSIH KARANGPUNG 01/09 
KISMOYOSO 
TIDAK MEMPUNYAI WALI NASAB 
4 NETI AGUSTINA SAWAHAN 06/01 TIDAK MEMPUNYAI WALI NASAB 
5 TUMINI TAMBAS 03/08 KISMOYOSO TIDAK MEMPUNYAI WALI NASAB 
6 SITI NURJANNAH TEGALREJO 03/03 GIRIROTO TIDAK MEMPUNYAI WALI NASAB 
 
Tahun 2015 
NO NAMA ALAMAT ALASAN MEMAKAI WALI HAKIM 
1 UMI FATHAH KANOMAN 01/08 GAGAKSIPAT TIDAK MEMPUNYAI WALI NASAB 
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2 YUSTINA DEBY KARTIKA PADOKAN 03/04 SAWAHAN TIDAK MEMPUNYAI WALI NASAB 
3 WIJI LESTARI KEBONAGUNG 03/04 NGESREP TIDAK MEMPUNYAI WALI NASAB 
4 SUKINEM SINDON RT 01/01 SINDON TIDAK MEMPUNYAI WALI NASAB 
5 SUMIYATI NGESREP 05/01 NGESREP WALI ADHAL 
 
 Setiap tahunnya kasus wali hakim Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak 
Kabupaten Boyolali meningkat dan menurun dimana kasus wali hakim Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, setelah saya melakukan penelitian dan 
membuat data 3(2013-2015) tahun terakhir mendapatkan data dengan metode  interview        
( ketua kantor urusan agama) dan menggunakan metode observasi dengan megamati proses 
pelaksanaan pernikahan wali hakim. Maka penyebab menggunakan wali hakim dikarenakan 




ANALISA DAN PEMBAHASAN 
A. Analisis Penyebab Terjadinya Perkawinan Dengan Wali Hakim Di Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Ngemplak 
Penyebab pemakaian wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak 
Kabupaten Boyolali ada beberapa penyebab antara lain disebabkan tidak mempunyai 
nasab,wali adhol, anak diluar nikah, orang tuanya tidak diketahui keberadaanya, sakit 
ingatan, wali sedang ihram, wali nasab sedang di penjara, sehingga wali nasab tidak bisa 
menikahkan dirinya (mempelai wanita). Dalam kasus-kasus diatas pemakaian wali hakim 
dibolehkan sebagai pengganti wali nasab nya. 
Untuk kemaslahatan manusia, maka bagi perempuan yang dalam kondisi seperti ini, 
mereka dapat dinikahkan oleh wali hakim setempat. Kasus-kasus seperti pernikahan yang 
tidak adanyanya wali dipihak calon mempelai perempuan yang mengharuskan menggunakan 
wali hakim sering dapat ditemui tiap tahun atau bahkan setiap bulan, di Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali sendiri, pernikahan dengan menggunakan 
wali hakim dari tahun ke tahun  semakin meningkat, seperti hasil penelitian saya 
bahwasannya setiap tahun tidak pasti ada kenaikkan atau penurunan pemakaian wali hakim. 
Tetapi dapat saya jelaskan setelah melakukan penelitian saya mendapatkan data seperti 
ditabel dibawah ini yang menerangkan penyebab pemakaian wali hakim Kantor Urusan 







NO TAHUN JUMLAH KETERANGAN 
1 2013 2 Tidak mempunyai wali nasab 
2 2014 6 Tidak mempunyai wali nasab 
3 2015 4 
1 
Tidak mempunyai wali nasab  
 Wali Adhal (Wali yang enggan 
menikahkan) 
Menurut pemaparan dari kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak Kabupaten 
Boyolali bahwa penyebab pernikahan dengan wali hakim di kecamatan Ngemplak tersebut 
penyebabnya dipengaruhi beberapa faktor, yakni: 
1. Tidak mempunyai nasab 
Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan 
melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat ulama 
fikih. Imam malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas ashabah, kecuali anak 
laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.  
2. Walinya enggan menikahkan (wali Adhal) 
Wali Adhal adalah wali yang tidak menikahkan wanita yang sudah baliq yang akan 
menikah dengan seorang yang kufu. Apabila terjadi seperti itu, perwalian langsung berpindah 
wali hakim, bukan kepada wali ab’ad, karena adhal adalah dzhalim, sedangkan yang 
menghilangkan sesuatu yang dzhalim adalah hakim. Akan tetapi, jika adhal nya sampai tiga 





3. Anak diluar nikah 
Dalam pasal 186 kompilasi hukum Islam menyatakan anak yang lahir diluar perkawinan 
hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. 
Secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat dinisbahkan kepada ayah/bapak 
alaminya, meskipun secara nyata ayah/bapak alaminya(genetik) tersebut merupakan laki-laki 
yang menghamili wanita yang melahirkan itu. 
4. Orang tua nya tidak diketahui keberadaannya 
Karena suatu kasus tertentu keberadaan wali bisa tidak diketahui. Contohnya saat terjadi 
bencana tsunami seluruh anggota keluarganya terpisah-pisah. Kemudian kasus dimana wali 
berpindah-pindah tempat tinggalnya. 
5. Sakit ingatan 
Seorang wali yang sedang sakit ingatan seperti hilang ingatan dan gila tidak dapat 
menikahkan anak perempuannya, karena dia tidak cakap hukum dan tidak mengetahui 
apapun. 
6. Wali yang sedang melaksanakan Ihram 
Seorang wanita yang wali nikahnya sedang melaksanakan haji atau umrah maka yang 
menikahkan adalah wali hakim, walaupun wali nikah mewakilkan pada seseorang sebelum 
berangkat tetap tidak sah jika pernikahan berlangsung saat wali nikah dalam ihram haji atau 
umrah. Lain lagi jika wali nikah sudah selesai melaksanakan haji atau umrahnya, hanya saja 
dia masih berada di makkah, maka sah diwakilkan kepada orang lain. 
7. Wali nasab dipenjara 
Wali nasab yang dipenjara maksudnya yakni wali yang telah melakukan tindakan kriminal 
yang masih mendekam dipenjara dan belum boleh keluar atau tidak dapat izin keluar dari 
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penjara sehingga mengakibatkan calon mempelai perempuan tidak memiliki wali ketika akad 
nikah dilangsungkan. 
Maka dapat disimpulkan dari tahun 2013-2015 penyebab pemakaian wali hakim Di Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali adalah. Tidak adanya wali nasab 
dimana wali nasab calon mempelai perempuan tersebut sudah tidak ada semua (meninggal) 
dan adhol nya wali maka dapat digantikan oleh wali hakim sesuai dengan Peraturan Menteri 
Agama No. 30 Tahun 2005 pasal 2 yang berbunyi  
1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar 
negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau 
wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka 
pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. 
2. Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini 
ditetapkandengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang mewilayahi 
tempat tinggal calon mempelai wanita. 
Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 
maka suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaan nya itu, hal ini dapat dipakai sebagai dasar hukum 
berlakunya hukum perkawinan islam di Indonesia sebagai peraturan khusus disamping 
peraturan umum yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan untuk warga negara 
Indonesia yang beragama islam. 
Menurut hukum islam perkawinan antara mempelai laki-laki dan mempelai 
perempuan dilakukan didepan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan ijab 
qobul. Ijab diucapkan pihak perempuan menurut kebanyakan fuqoha dilakukan oleh 
walinya atau wakilnya sedang qobul adalah pernyataan menerima pihak laki-laki. 
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Pernikahan tidak dapat berlangsung dengan tindakan atau ucapan perempuan itu sendiri. 
Sebab perwalian merupakan syarat yang harus di penuhi demi keabsahan akad nikah. 
Dan yang mengakadkan haruslah seorang wali yang berhak. 
Maka dari itu seseorang wanita yang hendak menikah tetapi tidak mempunyai wali 
nasab,  walinya enggan menikahkan (wali Adhal), Anak diluar nikah, wali nasab tidak 
diketahui keberadaannya, wali nasab gila, wali nasab sedang ihram, wali nasab 
dipenjara maka sebagai penggantinya adalah menggunakan wali hakim dimana syarat 
sah nya perkawinan adalah adanya seorang wali yang sudah ditetapkan dasar hukumnya 
oleh agama dan oleh negara. 
B. Proses Pelaksanaan Perkawinan Dan Penunjukan Wali Hakim 
  Setelah saya melakukan observasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak 
Kabupaten Boyolali bahwasanya dalam proses pelaksanaan nya dalam kasus wali hakim 
tidak banyak yang berubah dalam pelaksanaan nya hanya saja yang menggunakan wali 
hakim dalam buku nikahnya terdapat nama wali hakim yang menjadi wali saat pernikahan 
tersebut. 
  Sementara pejabat Negara yang ditunjuk, dalam kaitan ini biasanya dilakukan oleh 
aparat Kantor Urusan Agama (Kepala KUA atau PPN) bisa menjadi wali pengganti jika wali 
nasabnya berhalangan, dengan sebutan wali hakim. Mengenai wali nikah , ia merupakan 
unsur yang penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahkannya.  
  Adapun yang menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat 
menurut hukum Islam, yakni muslim, akil, dan baligh. Ditetapkannya wali nikah sebagai 
rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi 
integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil.  
 Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 pasal 3 dimana proses 
dan penunjukan wali hakim sudah ditetapkan seperti berikut : 
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1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang 
bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini. 
2. Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan 
Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi 
kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada 
kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam 
wilayahnya. 
3. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi 
yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama 
menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi 
wali hakim dalam wilayahnya. 
  Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali terjadi 2 kali 
pernikahan dengan wali hakim, dimana wali hakim yang seharusnya ketua kantor urusan 
agama tetapi digantikan oleh penghulu I dikarenakan ketua kantor urusan agama sedang 
melakukan dinas diluar kantor hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 







A. Kesimpulan  
Dari uraian diatas maka dapat kita simpulkan sebagai berikut : 
1. Penyebab terjadinya perkawinan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama 
Ngemplak Boyolali. Tidak adanya wali nasab disebabkan: 
1) Walinya enggan menikahkan (Wali Adhal). 
2) Anak diluar nikah. 
3) Orang tua nya tidak diketahui keberadaannya. 
4) Seorang wali yang sedang sakit ingatan seperti hilang ingatan dan gila. 
5) Wali yang sedang melaksanakan (ihram). 
6) Wali nasab dipenjara. 
Kasus di Kantor Urusan Agama paling banyak saat ini adalah penggunaan 
wali hakim anak diluar nikah dimana anak ini hanya punya nasab terhadap keluarga 
ibunya saja sedangkan terhadap ayahnya hanya punya hubungan darah maka dari itu 
kasus pada tahun ini lebih banyaknya kasus wali hakim dikarenakan alasan anak luar 
nikah di Kantor Urusan Agama Ngemplak Boyolali. 
2.  Proses pelaksanaan perkawinan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama 
Ngemplak Boyolali  
Proses penunjukan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Ngemplak Boyolali 
yakni: Pemohon harus mengajukan permohonan baik secara tertulis maupun lisan ke 
Pengadilan Agama setempat. Dalam memberikan permohonan atau gugatan maka 
pemohon harus memberikan putusan wali dari Kantor Urusan Agama (KUA).  
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Setelah pengadilan agama setempat telah menerima surat gugatan yang 
berpekara maka selanjutnya adalah pemeriksaan. Ketua Pengadilan Agama menunjuk 
wali hakim untuk memeriksa dan membuat hari persidangan yang berpekara jika hal 
diatas sudah diputuskan maka putusannya diberitahukan kepada Kantor Urusan 
Agama setempat untuk menjadi wali nikah calon mempelai perempuan. Wali hakim 
ditetapkan dengan putusan Pengadilan Agama, maka wali hakim tersebut adalah 
Ketua Kantor Urusan Agama jika ketua Kantor Urusan Agama berhalangan maka 
digantikan dengan staff yang lain atau yang sudah ditunjuk oleh Ketua Kantor 




1. Dalam melangsungkan sebuah perkawinan, hendaknya wali nasab sendiri yang 
menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Demi kepentingan moral dan menjaga 
hubungan antara anak dan orang tuanya yang telah memeliharanya dari kecil 
hingga dewasa (sampai nikah).  
2. Sebagai anak yang sholeh dan sholehah hendaknya anak mentaati aturan yang 
telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadist yang mana mengatur anak harus taat 
kepada orang tuanya agar kelak tidak menyesal. 
3. Para imam masjid atau kyai hendaknya turut membantu meningkatan kesadaran 
hukum masyarakat melalui penyuluhan agama bekerja sama dengan Kantor 
Urusan Agama Kecamatan setempat, khususnya tentang masalah perkawinan 
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